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ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional Provinsi berada di Provinsi Jawa Timur yang dibentuk
oleh Pemerintah untuk wupaya — upaya Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza. Dalam melaksanakan Tugas dan
Kewenangannya, bersifat Vertikal yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden. Hal tersebut belum bisa diterapkan sebab masih belum adanya Peraturan
dari Kepala Badan Narkotika Nasional yang mendasarmmya sehingga masih
menggunakan sistem Otonomi Daerah yaitu bertanggung jawab kepada Gubernur.
Dalam pelaksanaan Tugas, dibagi dalam tiga hal yaitu Pencegahan (preventif),
Pemberantasan (represif), dan Terapt dan Rehabilitasi (memfasilitasi).
Kewenangannya meliputi Penyelidikan. Penyidikan. Penangkapan. Penyadapan,
Penyitaan, dan terdapat Perluasan Alat Bukti. Mengenai Tugas dan Kewenangan
yang dimiliki diatas didasarkan pada Undang — undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Namun Tugas dan Kewenangan yang diatur dalam Undang —
undang vyang telah disebutkan diatas belum bisa terealisasi, sehingga
menggunakan aturan pelaksana lama yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan
Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dikaitkan dengan kelembagaan POLRI, secara
garis besar sama antara kewenangannya, lebih mengutamakan koordinasi dan
kerja sama yang baik sekaligus profesional antara Badan Narkotika Nasional
Provinsi dengan POLRI. Agar tercipta Standart Operasional Prosedur (SOP) yang
disepakati Antar Lintas Sektoral terkait, yang bertujuan agar tidak terjadi tumpang
tindih dalam pelaksanaan kewenangan masing — masing dalam menunjang upaya
— upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza
di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur.
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